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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi komunikasi dan Informasi yang telah meng-

global, membuat hubungan komunikasi antar orang, Badan Hukum bahkan 

Negara tanpa batas (bordeless) membuat perubahan drastis terhadap pola 

tingkah laku, kebiasan dalam berbagai aspek kehidupan. Media teknologi 

informasi komunikasi menghubungkan manusia di seluruh belahan dunia. 

Hampir seluruh kegiatan manusia dapat dilakukan melalui media baru ini, 

mulai dari komunikasi, transaksi, dan lain-lain. Kasus hukum yang sering 

terjadi berhubungan dengan teknologi yaitu internet dan media sosial, 

termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Bahkan 

bisa dikatakan hampir setiap hari sebenarnya terjadi kasus serupa, yang hal ini 

disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekpresikan 

pendapatnya melalui internet dalam hal ini media sosial. Salah satu kasus yang 

sangat sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik 

lewat melalui media sosial internet. 

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan 

pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik 

seseorang. Adapun nama baik adalah suatu rasa harga diri atau martabat yang 

didasarkan pada pandangan atau penilaian yang baik dari masyarakat terhadap 

seseorang dalam hubungan pergaulan hidup bermasyarakat.1 Dengan kata lain, 

nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada 

seseorang berhubung dengan kedudukannya di dalam masyarakat.2 

Terdapat dua ukuran bahwa suatu ucapan yang menuduhkan suatu 

perbuatan sehingga dianggap menyerang kehormatan dan nama baik 

seseorang,

 
1 Adami Chazawi, (2009), Hukum Pidana Positif Penghinaan, Surabaya: ITS, hal. 91 
2 Moch Anwar, (1994), Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Bandung: Citra Aditya 

Bakti, hlm 136 
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yaitu ukuran subjektif dan ukuran objektif. Menurut ukuran subjektif, ada 

orang yang merasa terserang kehormatan dan nama baiknya akibat adanya 

ucapan orang lain yang menuduhkan suatu perbuatan. Kapan seseorang dapat 

dikatakan terserang kehormatan atau nama baiknya, tergantung pada 

subjektivitas korban, di mana ia merasa integritas pribadinya merasa tercemar. 

Sedangkan menurut ukuran objektif adalah didasarkan ukuran umum pada 

waktu dan tempat untuk menilai bahwa suatu perbuatan termasuk perbuatan 

merusak kehormatan atau nama baik atau tidak. Jika jawabannya positif, maka 

hal itu dapat dijadikan alasan untuk menetapkan perbuatan sebagai perbuatan 

penisataan. 

Perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan 

menuduhkan sesuatu harus dilakukan dengan sengaja. Pelaku memang 

menghendaki adanya akibat yang timbul dari perbuatannya, yakni orang lain 

yang dituju terserang kehormatan atau nama baiknya. Selain itu, kesengajaan 

di sini harus dijutukan kepada semua unsur yang ada dibelakangnya. 3 

Kesengajaan juga ditujukan pada unsur “diketahui umum, artinya bahwa 

pelaku dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik 

seseorang, disadarinya bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat 

diketahui oleh umum. 

Dalam sistem hukum Pidana menurut teori moral antara hukum pidana 

dengan dimensi moral merupakan dua hal yang sangat dekat. Kriminalisasi 

suatu perbuatan dapat didasarkan kepada nilai-nilai moral yang hidup dalam 

masyarakat. Perbuatan-perbuatan yang bersifat immoral menjunjung budaya 

timur, perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik seperti menghina, 

memfitnah atau yang serupa dengan itu sangat bertentangan dengan sopan 

santun, sehingga perbuatan tersebut bersifat anti-sosial dan harus 

dikriminalisasi dapat dilegalisasi ke dalam undang-undang menjadi sebuah 

tindak pidana. Jika suatu perbuatan immoral tidak dikriminalisasi maka yang 

akan terjadi adalah ketegangan antara moral dengan hukum pidana. Teori ini 

 
3 Lamintang dan Djisman Samosir, (1979), Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan 

terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik, Bandung: Tarsito, hlm 67-68 
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dapat menjadi justifikasi kriminalisasi delik pencemaran nama baik di 

Indonesia sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang masih menjunjung 

tinggi budaya timur. Dalam negara yang masih menjunjung budaya timur, 

perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik seperti menghina, 

memfitnah atau yang serupa dengan itu sangat bertentangan dengan sopan 

santun, sehingga perbuatan tersebut bersifat anti-sosial dan harus 

dikriminalisasi.  

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian 

dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya 

pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di 

tingkat Nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan 

secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan kemajuan Teknologi 

Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan 

kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah 

memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. pemanfaatan 

Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan 

perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui 

infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi 

Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan 

memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. 

Serta untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang 

demokratis. 

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta 

hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, 

dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. 
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kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan 

melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan 

dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-

undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 

adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi 

Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi 

pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, 

perjalanan implementasi dari Undang-Undang Iinformasi dan Transaksi 

Elektronik mengalami persoalan-persoalan. Ramai sekali orang-orang 

menggugat atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Sebagian masyarakat menilai, regulasi ini syarat ancaman demokrasi yaitu 

memasung berpendapat atau kritik di muka umum atau media sosial dan 

betapa mudahnya orang terjerat hukum. Di sisi lain, regulasi tersebut 

melindungi warga negara dari pelanggaran pencemaran nama baik dan 

penghinaan di media sosial. 

Perkembangan media sosial semakin cepat dan menjangkau seluruh 

lapisan masyarakat. Media sosial menggabungkan elemen informasi dan 

komunikasi melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunanya. Sejumlah 

informasi melalui unggahan status, membagi tautan berita, komunikasi 

melalui chat, komunikasi audio/visual dan lainnya merupakan fitur-fitur 

unggulan yang dimiliki media sosial. Pengguna media sosial dengan banyak 

platform dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk melakukan berbagai tindak 

pidana dalam bentuk penipuan, pemalsuan, tayangan bermuatan pornografi, 

termasuk perbuatan sengaja menyebabkan penghinaan/pencemaran nama baik. 

Rasa aman bagi penggunan teknologi dan informasi dapat berupa 
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perlindungan hukum dari segala gangguan tindak pidana, baik secara verbal, 

visual maupun yang menyebabkan terjadi kontak fisik. Namun luasnya 

wilayah privat pengguna jejaring sosial dengan standar pencegahan yang 

minim menjadi fakta bahwa tidak mudah menghalau terjadinya berbagai 

tindak pidana.  

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor SO/PUU-

VII2OOS dan Nomor 2/PUU-VII/2OO9, tindak pidana penghinaan dan 

pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi 

Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan 

sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar 

selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.4 

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik 

biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya 

pengaduan dari korban namun dengan mengacu pada KUHP sebagaimana 

maksud Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 maka delik tersebut berubah 

menjadi delik aduan (klacht delic) yang mengharuskan korban membuat 

pengaduan kepada pihak yang berwajib. Aspek hukum 

penghinaan/pencemaran nama baik memiliki karakter yang mudah dilakukan, 

mudah tersebar dan diketahui publik, dapat dilakukan oleh semua pengguna 

menggunakan berbagai macam platform, dampak langsungnya terbentuk opini 

publik dan lain sebagainya. 

Amandemen UU ITE dilakukan untuk lebih memberi jaminan 

kepastian hukum kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk merespon setiap 

perkembangan yang terjadi di masyarakat dan bertujuan untuk memberikan 

perlindungan hukum yang lebih baik dan memenuhi rasa keadilan. Tindak 

pidana pencemaran nama baik melalui media Teknologi Informasi 

Komunikasi cukup banyak terjadi karena pelaksanaan kebebasan ekspresi 

masyarakat yang terlalu berlebihan dalam menggunakan gawai. Dengan 

adanya Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

 
4 jdih.kominfo.go.id 
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perlu ditelaah mengenai hakikat dari delik pencemaran nama baik dan 

penghinaan melalui media Teknologi Informasi Komunikasi. 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada pasal 27 ayat 3 revisi hanya mengurangi 

ancaman hukuman yang sebelumnya 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun 

saja dan menjadikan pasal ini sebagai delik aduan. Ketentuan di dalam Pasal 

27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut pada 

satu sisi ditujukan untuk melindungi hak-hak dan reputasi orang lain. Namun, 

di sisi lain dapat dipahami sebagai upaya kontrol yang kuat terhadap 

pandangan dan ekspresi publik. Tindakan yang dianggap menghina atau 

mencemarkan nama baik, menjadi masalah yang kontroversial, akibat 

rentannya tindakan tersebut menjadi tuduhan yang sewenang-wenang dan 

melanggar hak atas kebebasan berpendapat dan berekpresi. Di tengah belum 

direformasinya KUHP, dengan perumusan yang buruk dan penerapan yang 

diskriminatif, menjadikan jaminan hak atas kebebasan berekspresi dan 

berpendapat seringkali dilanggar.5 

Alasannya karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

saat ini digunakan sebagai produk hukum untuk memukul lawan-lawan politik 

yang tidak sesuai, searah, sejalan dengan rezim yang berkuasa. Angka 

kriminalisasi menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik semakin meningkat. Disebut kriminalisasi karena pemidanaan 

dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mengalami 

disorientasi. Ancaman kriminalisasi ini banyak mengganggu berkaitan dengan 

Hak Asasi Manusia, khususnya yang memuat mengenai penghinaan atau 

pencemaran nama baik. Pemidanaan menggunakan Pasal 45 ayat (3) itu kian 

meningkat dan kerap disalahgunakan. Pemidanaan yang awalnya ditujukan 

untuk membatasi, kini bergeser menjadi penghilangan Hak Asasi Manusia 

atau kebebasan berekspresi. Korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik kini juga beragam mulai dari rakyat biasa hingga kalangan 

 
5 Supriyadi Widodo Eddyono, (2014), Problem Pasal Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya, Seri 

Internet dan HAM, Jakarta, ELSAM, hal.48 
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akademisi bahkan public figure. Posisi tentang pencemaran nama baik saat ini 

seringkali digunakan untuk menarget kritik atau (kebebasan) ekspresi. 

Pada dasarnya setiap undang-undang yang dibuat oleh pembuat 

undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat 

pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut. Perkembangan hukum 

seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika 

masyarakatnya berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk 

menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah 

pertumbuhan masyarakat modern.6 

Kriminalisasi tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik 

ini merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap reputasi yang menjadi 

bagian dari hak asasi manusia. Rezim kebebasan berpendapat dan berekspresi 

di Indonesia sudah berlangsung sejak Indonesia memiliki konstitusi. 

Keberadaan pengaturannya dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah meresponi jaminan kebebasan tersebut 

dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR).7 

Jaminan di dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 

adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk beropini dan berekspresi, 

termasuk kebebasannya untuk memertahankan opininya dari gangguan, dan 

memiliki hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan ide-

ide melalui media apapun dan tanpa ada batasan. Konstitusi Indonesia 

mengadopsinya dengan beberapa penyesuaian, yang salah satunya adalah 

menghilangkan perlindungan ekspresi tanpa batasan apapun yang dijamin 

Universal Declaration of Human Rights (UDHR).8 

Namun tentu saja kebebasan berpendapat bukanlah sesuatu yang 

mutlak. Pembatasan hak asasi manusia dalam Universal Declaration of 

 
6 Budi Suhariyanto, (2012), Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi dan 

Pengaturan Celah Hukumnya, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 9 
7 Anton Hendrik S, (2011), Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui 

Media Siber di Indonesia, Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Surabaya, hal. 21 
8 Anton Hendrik S. dan Januar Simorangkir, (2014), Kebebasan Informasi di Dunia Siber dan 

Pembajakan Musik, Video dan Software, “Jurnal The Arysuta Center Series on Strategic 

Management”, Vol. 26, hal. 197 
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Human Rights (UDHR) adalah: “…such limitations as are determined by law 

solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights 

and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, 

public order and the general welfare...” Sedangkan pembatasan yang 

diberikan oleh UUD 1945 sangat mirip dengan itu yaitu: “…pembatasan yang 

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain 

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 

demokratis.” Dapat dimengerti bahwa pembatasan atas pelaksanaan HAM ada 

dua, yaitu undang-undang dan kebebasan orang lain.9 

Kebebasan satu orang jika bersinggungan dengan kebebasan orang lain 

memunculkan batasan, tujuannya adalah agar tidak ada kebebasan yang 

terciderai. Kebebasan sama-sama dapat dilakukan dengan leluasa dan batasan 

tersebut bilamana terdapat ancaman pidana jika terjadi pelanggaran, harus 

diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Setiap orang memang memiliki 

kebebasan berpendapat dan berekspresi, namun orang lain juga memiliki hak 

atas reputasi yang juga dijamin dalam Universal Declaration of Human Rights 

(UDHR) maupun UUD NRI 1945, yang akhirnya diatur larangan 

mencemarkan nama baik orang lain yang mengandung elemen sanksi pidana. 

Terlebih, di zaman ini reputasi tidak hanya berkaitan dengan posisi sosial 

kemasyarakatan seseorang, tetapi sangat erat kaitannya dengan perekonomian 

pribadi seseorang karena relasinya dengan kesempatannya untuk memperoleh 

pendapatan. Mengingat orang yang sudah rusak nama baiknya akan lebih 

terbatasi kesempatannya untuk bekerja dan memperoleh pendapatan, misalnya 

seorang dokter yang reputasinya rusak karena tuduhan pasiennya yang disebar 

luaskan menggunakan media sosial akan mengalami penurunan jumlah pasien, 

yang itu berdampak pada pendapatan si dokter. 

Orang awam memandang penghinaan lebih menunjukkan agresifitas 

dalam penyerangan kehormatan dibandingkan pencemaran nama baik. Ada 

 
9 Ibid, hal. 212 
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kepentingan di dalamnya yang mengandung unsur politik hukum yang mana 

terdapat tujuan-tujuan yang ingin di capainya. Pencemaran nama baik atau 

penghinaan menggunakan media siber diatur tersendiri dalam Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dampak yang diakibatkan 

lebih mengglobal dibandingkan pencemaran nama baik konvensional. Surat 

elektronik dapat dikirim ke berbagai penjuru dunia hanya dalam hitungan 

detik, status di media sosial dapat ditransmisi dan dibagikan atau diteruskan 

(forward) dengan mudah dan dampak yang diakibatkannya bisa demikian 

kompleks dan rumit. 

Betapa cepatnya kemajuan teknologi yang disertai pergeseran budaya 

masyarakat. Etika dan moral yang menjadi pilar hubungan antar sesama 

semakin menurun di tengah derasnya informasi dan rendahnya literasi. Kian 

pudarnya budaya tabayun (klarifikasi), husnudzan (berprasangka baik) dan qul 

khairon au liyasmut (berkata baik atau diam) sebagai etika dalam menyerap 

berbagai berita terlebih berita politik. Kecepatan teknologi dan pemuatan data 

tanpa piranti keras menjadi tantangan tersendiri. Transaksi elektronik mulai 

diminati banyak orang. Tanpa terkecuali, media sosial sebagai ruang baru 

masyarakat melek teknologi mendapat perhatian dari para aktivis politik. Dari 

topik pertemanan seputar kehidupan domestik melebar ke bahasan wilayah 

publik. Mudahnya akses, media sosial jadi arena kritik sosial, politik dan 

hukum lalu muncul perdebatan pro kontra. 

Pengaturan tentang penghinaan dan pencemaran nama baik pada 

dasarnya berupa batasan atas hak kebebasan berekspresi yang diwujudkan 

dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu. Namun 

demikian, pengertian penghinaan dan perbuatan turuannya belum bisa 

ditemukan pengaturannya di Indonesia secara definitive.  

Akhir 2009 Indonesia diramaikan dengan gerakan “Koin Untuk 

Keadilan” yang merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kasus 

yang menimpa Prita Mulyasari. Prita terjerat kasus pencemaran nama baik 

terhadap RS. Omni Internasional akibat surat elektronik yang ia kirimkan 

kepada teman-temannya mengenai pelayanannya yang dinilai buruk. Gerakan 
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Koin Untuk Keadilan berupaya menunjukkan bahwa ada kebobrokan sistemik 

lembaga pengadilan secara keseluruhan. Pada kasus Prita, Pihak RS Omni 

menggugat Prita dengan 2 perkara. Pertama Tindak Pidana Pencemaran Nama 

Baik dan Gugatan Perdata karena dianggap merugikan RS Omni secara moral 

dan material. Terkait perkara pidana Prita sempat ditahan kejaksaan selama 21 

hari, dengan kondisi sedang mengandung dan menyusui anak. Prita sempat 

diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang, tetapi akhirnya diputus 

bersalah oleh Mahkamah Agung dan dihukum dengan pidana penjara selama 6 

bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Belum selesai, Prita juga harus 

pasrah dengan putusan PT Banten yang menyatakan dirinya terbukti 

merugikan RS Omni dan harus membayar Rp 204 juta (Putusan ini kemudian 

dikoreksi oleh Judex Jurist yang memutuskan untuk mengabulkan 

permohonan kasasi Prita Mulyasari dan membatalkan putusan Judex Jurist. 

Lihat Putusan MA No. 300K/Pdt/2010). Putusan tersebut menggerakkan 

masyarakat untuk menyuarakan ketidakadilan terhadap ibu dua anak itu. Hal 

ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang terbukti dengan mudahnya 

mengundang partisipasi berbagai kalangan untuk “meringankan” beban Prita. 

Kasus tersebut hanya merupakan salah satu contoh potret implementasi 

hak kebebasan berekspresi di Indonesia. Pada kenyataannya, masih ada 

beberapa kasus lain yang tidak hanya mencerminkan pengekangan terhadap 

kebebasan berpendapat tapi juga menggambarkan ketidaknyamanan warga 

negara terhadap sistem peradilan di Indonesia yang di dalamnya semakin 

berkuasa seseorang semakin mudah terlepas dari hukum. Seharusnya Undang-

Undang dibuat untuk melindungi bukan untuk menjerat. 

Setelah banyak makan korban, regulasi tersebut menuai banyak kritik. 

Kritikan atas penerapannya dinilai banyak memuat pasal karet dan dituduh 

sebagai ajang kriminalisasi. Terutama kelompok-kelompok yang secara politik 

bersebrangan dengan kekuasaan. Para kritikus merasa Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ancaman berdemokrasi dan rawan 

digunakan untuk membungkam. Bukan menciptakan tatanan demokrasi yang 
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berkeadilan dan menegakkan Hak Asasi Manusia, justru sebaliknya 

menurunkan kualitas demokrasi. Banyak orang takut bicara sekalipun benar. 

Mencermati gejolak tersebut bahwa produk hukum lahir dari 

konfigurasi politik beserta karakter produk hukumnya. Karenanya, secara 

politik bisa diduga mengandung tujuan perlindungan simbol negara (kepala 

negara), pejabat publik yang kerap jadi sasaran ujaran kebencian dan 

pencermaran nama baik. Lalu kemudian, oleh pendukung kekuasaan menjadi 

sarana perlawanan sekaligus membungkam.  

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya tak 

lagi mengatur tentang pasal pencemaran nama baik. Undang-Undang 

Informasi dan Transaksi Elektronik sebaiknya lebih fokus mengatur soal 

transaksi elektronik dan ecommerce saja, karena Undang-Undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik seharusnya tak mengatur tentang bagaimana 

masyarakat berpendapat di dunia maya. Pencemaran nama baik lebih efektif 

diselesaikan melalui jalur perdata. Dengan demikian, proses penyelesaian 

sengketa dapat ditempuh melalui jalur mediasi. Sanksi yang diterapkan pun 

bisa berupa hukuman dengan efek jera lebih besar dibandingkan ancaman 

pidana penjara. Tuntutannya bisa kerja sosial atau permintaan maaf di 

beberapa media massa nasional. Karena jika menggunakan hukum pidana 

akan sangat subjektif dan rentan dengan pembalasan dendam. 

Melihat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ibarat 

buah simalakama. Ditegakkan sangat riskan, terutama dalam kebebasan bicara 

sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Dan atau mengemukakan pendapat di 

muka umum seperti di media sosial dari sebab adanya penyumbatan 

komunikasi antara rakyat dan negara. Padahal, boleh jadi “kritik” pedas itu 

ibarat obat manjur untuk mengobati agar sembuh total. Yang dipahami oleh 

pihak lain sebagai ujaran kebencian atau SARA. Di sisi lain, ruang media 

sosial tanpa pengaturan yang jelas banyak digunakan sebagai media bebas 

berpendapat tanpa bertanggung jawab. Ujaran kebencian, caci maki, 

penghinaan hingga kepada serangan SARA sering menimbulkan ketegangan. 

Kecepatan teknologi informasi tanpa tabayun, kerap menjadi saluran yang 
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membahayakan terutama menyangkut informasi layanan publik, pandangan 

ajaran agama atau keyakinan. Oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung 

jawab, celah ini dimanfaatkan untuk tujuan memancing terjadinya gejolak 

konflik. Bukan dari pasalnya yang keliru, melainkan penerapannya yang 

memakan banyak korban dan ada permainan politik di dalamnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak 

pidana pencemaran nama baik dan penghinaan? 

2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana 

pencemaran nama baik dan penghinaan perspektif pasal 45 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik? 

3. Apa kendala dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak 

pidana pencemaran nama baik dan penghinaan perspektif pasal 45 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian hukum adalah suatu proses untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.10  

1. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan 

tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan. 

2. Untuk menganalisis Implementasi Penegakan Hukum Terhadap 

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Perspektif 

Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik. 

 
10 Soejono Soekanto, & Sri Mamudji, (2006), Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 20 



13 

 

 

3. Untuk menganalisis Kendala dan Hambatan Dalam Penegakan Hukum 

Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan 

Perspektif Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan kajian dalam 

bidang Ilmu Hukum Pidana khususnya pada Politik Hukum, serta 

menelaah konfigurasi politik yang terjadi antara legislator dan 

pemerintah lainnya  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dari para ahli, 

praktisi hukum, dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan 

pembentukan hukum utamanya perbaikan dan penyempurnaan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

1. Roni Saputra.11  Penelitian Tesis berjudul Kebijakan Hukum Pidana 

Terhadap Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui 

Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime (Kajian Terhadap 

Perumusan dan Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari 

Perspektif Kebebasan Berekspresi). Melalui kebijakan hukum pidana 

guna memberikan jaminan dan perlindungan bagi pengguna dan 

penyelenggara Teknologi informasi dari kejahatan siber. Legislatif dan 

 
11 Roni Saputra, (2016), Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana 

Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime (Kajian 

Terhadap Perumusan dan Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari Perspektif Kebebasan Berekspresi), Tesis, Ilmu 

Hukum Universitas Andalas, Padang 
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pemerintah merancang dan mensahkan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keberadaan 

Undang-Undang ini semakin mempertegas keberadaan Indonesia 

sebagai salah satu negara yang serius dalam melakukan perlawanan 

terhadap kejahatan siber. Namun Undang-Undang yang relatif lama 

pembahasannya ini, malah menjadi aturan yang membelenggu 

pelaksanaan kebebasan berekspresi terutama di dunia maya. Hal ini 

terjadi karena keberadaan Pasal 27 ayat (3) terkait dengan 

dijadikannya perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di 

dunia maya sebagai tindak pidana siber, yang sebenarnya perbuatan 

penghinaan sudah diatur secara tegas, jelas dan konkrit di dalam 

KUHPidana dan KUHPerdata. Dalam politik hukum, tidak mudah 

untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana dan 

harus terlebih dahulu melalui beberapa proses kajian mendalam. Selain 

kajian mengenaiperbuatan dari sudut kriminologi, harus juga 

dipertimbangkan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, penetapan 

perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan 

hasil dan kemampuan badan penegak hukum. Kebijakan hukum pidana 

terhadap delik penghinaan di dunia maya, sesungguhnya merupakan 

duplikasi terhadap ketentuan Penghinaan yang diatur dalam KUHP, 

hal ini jelas bertentangan dengan prinsip lex scricta, dan lex certa. 

Menjadikan delik penghinaan sebagai tindak pidana siber dengan 

pidana yang relatif lebih berat bukannya memberikan deterrent effect 

tetapi malah menciptakan chilling effect terhadap kebebasan 

berpendapat dan berekspresi. Menghapus Pasal 27 ayat (3) dalam UU 

ITE adalah pilihan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah sebagai 

bentuk jaminan terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi, dan 

menerapkan pengembalian keseimbangan kondisi atas tindak pidana 

penghinaan berupa pemulihan nama baik serta menerapkan ganti 

kerugian perlu diasosiasikan dalam RUU KUHP terkait dengan 

pemidanaan terhadap perbuatan penghinaan. 
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2. Shandy Syukur Permadi.12  Penelitian Tesis berjudul Politik Hukum 

Terhadap Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penelitian 

ini merekomendasikan bahwa ketentuan penghinaan atau pencemaran 

narna baik pengaturannya saat ini cukup diatur di dalam KUHP, yaitu 

yang tertuang di dalarn BAB XVI mengenai penghinaan, penyelesaian 

penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam hukum pidana di 

masa mendatang perlu mengedepankan konsep rechterlijk pardon pada 

saat RKUHP yang saat ini sedang dalam proses pembahasan nantinya 

telah disahkan serta sebisa mungkin untuk mengesampingkan 

penggunaan pidana penjara. Pada saat proses pernbahasan terkait 

dengan pembentukan UU ITE di DPR RI yang dilakukan oleh Pansus 

RUU ITE DPR RI dengan pihak-pihak yang terkait dalam 

pernbentukan Undang-Undang ini tidak ditemukan pertimbangan 

mengenai perlunya untuk merumuskan ketentuan mengenai 

penghinaan atau pencemaran nama baik yang saat ini tertuang di dalam 

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Fomulasi pengaturan mengenai 

penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan 

menghapuskan ketentuan rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai 

penghinaan atau pencemaran nama baik dan pengaturan mengenai 

penghinaan atau pencemaran nama baik cukup di atur di dalam pasal 

tentang Penghinaan yang telah diatur dan tertuang di dalam KUHP. 

3. Verdinan. 13  Penelitian Tesis berjudul Tindak Pidana Pencemaran 

Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

 
12 Shandy Syukur Permadi, (2017), Politik Hukum Terhadap Ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Tesis, Ilmu Hukum 

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 
13 Verdinan, (2021), Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 13/Pid.B/2020/PN.KSP), Tesis, Ilmu Hukum 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 
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(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 

13/Pid.B/2020/PN.KSP). Kompleksitas pola interaksi di media sosial 

dan minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam 

menggunakan sosial dengan bijak, membuat delik fitnah atau 

pencemaran nama baik di sosial media sangat tinggi. Kasus 

pencemaran nama baik di sosial media menjadi studi putusan dalam 

penelitian ini yaitu Putsan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 

113/Pid.B/2020/Pn.Ksp. Terdakwa atas nama Afrizal Putra Alias Rizal 

seorang reporter media online menulis berita dengan judul “Belum 

Setahun Pengaspalan Jalan Yang Diawas Tim TP4D Sudah Rusak” 

yang juga disertai disertai sebuah foto Jalan Berlubang. Atas pemeritan 

tersebut diperiksa dan diadili oleh Pengdilan Negeri Kuala Simpang 

yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan 

meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan 

pencemaran nama baik, serta menjatuhkan pidana penjara terhadap 

Terdakwa selama 2 bulan. Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil 

yakni pengaturan mengenai pengaturan hukum tindak pidana 

pencemarn nam baik di sosial media diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan 

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Teransksi Elektronik serta Pasal 310 ayat 2 KUHP. Analisis 

hukum Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 

113/Pid.B/2020/Pn.Ksp yang menyatakan Terdakwa terbukti secara 

sah dan meyakinkan melakukan pencemaran nama baik di media sosil 

dan menjatuhkan hukuman penjara selama 2 bulan adalah putusan 

yang keliru karena Majelis Hakim mengabaikan fakta hukum dan 

mengesampingkan yurisprudensi serta kebebasan berpendapat dalam 

Pasal 28 F UUD 1945. Kebijakan hukum dalam tindak pidana 

dilakukan dengan metode penindakan dan penanggulangan. 
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F. Kerangka Berpikir 

Penulisan karya ilmiah seperti halnya tesis memerlukan suatu kerangka 

berfikir yang mendasari penulisan. Kerangka teori adalah kerangka 

pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai sesuatu kasus ataupun 

permasalahan, yang bagi si peneliti menjadi bahan perbandingan, 

pegangan teoritis yang mungkin ia setujui atau tidak disetujui, ini 

merupakan masukan bagi peneliti.14  

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala 

spesifik atas proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji denga 

menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak-

benarannya.15 

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, 

teori, tesis mengenai sesuatu kasus permasalahan yang menjadi bahan 

perbandingan, pegangan teoritis.16 Kerangka teori umumnya berisi prinsip 

prinsip yang mempengaruhi dalam pembahasan. Prinsip-prinsip itu 

berguna untuk membantu gambaran dan langkah kerja. Kerangka teori 

akan membantu penulis dalam membahas permasalahan, dan akan 

menggambarkan interior sebuah penulisan.17 Fungsi teori dalam penelitian 

adalah memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta 

menjelaskan gejala yang diamati.18 

1. Teori Pemidanaan (Grand Theory) 

Dalam dunia hukum pidana saat ini berkembang beberapa teori 

tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori 

relative (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori 

 
14 Ediwarman, (2016), Monograf Metodologi Penelitian Hukum. Genta Publising, Yogyakarta, hal. 

64 
15 M. Hisyam, (1996), Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I. FE-UI, Jakarta, hal. 103 
16 M. Solly Lubis, (1994), Filsafat dan Ilmu Penelitian, Mandar Maju, Bandung, hal. 80 
17 Zaenal Arifin, (2010), Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah. Grasindo, Jakarta, hal. 56 
18 Johnny Ibrahim, (2018), Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan ke-2, 

Jakarta, hal. 44. 
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treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). 19  Teori 

absolut menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena 

orang telah melakukan kejahatan, pidana merupakan akibat mutlak 

yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang 

melakukan kejahatan.20 

Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada 

pelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap 

kerugian yang diakibatkannya, penjatuhan pidana pada dasarnya 

penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat 

penderitaan bagi orang lain.21  

Teori relatif/utilitarian menyatakan mempidana bukanlah untuk 

memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Oleh J Andenaes, Teori ini 

disebut juga sebagai “teori perlindungan masyarakat (the theory of 

social defence). 22  Teori ini mengajarkan pidana bukanlah untuk 

sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang 

telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan 

tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori 

tujuan (utilitarian theory). Dasar pembenaran adanya pidana menurut 

teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan“quia 

peccatum est” (karena membuat kejahatan) melainkan“ne peccetur” 

(supaya jangan melakukan kejahatan).23 

Teori utilitarisme tak lepas dari sejumlah tokoh seperti Jeremy 

Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering. Bentham adalah 

seorang filsuf Inggris, penganut ajaran jurisprudence dan dianggap 

sebagai pencetus teori utilitarisme modern. Bentham mengajukan 

 
19 Otje Salman dan Anthon F. Susanto, (2007), Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan 

membuka kembali), Bandung, PT. Refika Aditama, hal. 22 
20 Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2010), Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, PT. 

Alumni, hal. 11 
21 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2005), Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan 

Kriminalisasi dan Dekriminalisasi), Jakarta, Pustaka Belajar, hal. 90 
22 Ibid, hal. 16 
23 Op.Cit, hlm. 16 
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banyak perubahan hukum dan sosial yang berdasar pada prinsip moral 

dasar yang seharusnya mendasari.24 Filosofi utilitarisme diambil dari 

axiom paling dasar, yakni “The greatest happiness of the greatest 

number”.25 Bentham menimbang kebenaran atau kebaikan dari suatu 

tindakan berdasar konsekuensi yang dihasilkan dengan menilai dari 

berbagai aspek dan menghitung jumlah kebahagiaan yang didapat dari 

berbagai pihak, yang mana semakin menghasilkan kebaikan terbesar 

untuk jumlah terbanyak adalah yang lebih baik. 

Pemidanaan menurut Bentham harus spesifik untuk setiap 

kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi 

jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-

penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya bisa diterima apabila ia 

memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar. 

Dengan demikian tujuan akhir dari hukum menurut Bentham adalah 

untuk melayani kebahagiaan paling besar dari sejumlah besar rakyat.26 

Teori penggabungan (integratif), teori ini muncul akibat reaksi 

dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan untuk menjawab 

pemidanaan. Tokoh utama dari teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-

1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif 

antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha 

menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan 

dari berbagai sudut pandang yaitu: 27 

a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas 

pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas 

dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang 

 
24 T.J. Gunawan, (2015), Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi, Yogyakarta, 

Genta Press, hal. 31 
25 Mery Warnock, (2003), Ultilitarism and On Liberty; Including Mill’s ‘essay on Bentham’ and 

Selections from the Writings of Jeremy Bentham and John Austin, Second Edition, UK, Blackwell 

Publishing, hal. 1 
26 Satjipto Raharjo, (2014), Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 307 
27 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, op.cit. hal 19 
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pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas 

kebenaran; 

b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk 

menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban 

apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki. 

c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni 

mempertahankan tertib hukum. 

Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan 

pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat 

ringannya pemidanaan harus sesuai dengan justice absolute (keadilan 

yang mutlak) yang tidak melebihi justice social (keadilan yang 

dikehendaki oleh masyarakat). Sedangkan tujuan yang hendak diraih 

berupa :28 

a. Pemulihan ketertiban; 

b. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana; 

c. Perbaikan pribadi terpidana; 

d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa 

keadilan; 

e. Memberikan rasa aman bagi masyarakat. 

Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan 

konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu di 

samping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus 

memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan 

terpidana. Teori pemidanaan yang akan dipakai dalam penelitian ini 

adalah teori relatif/utilitarian, karena pemidanaan tidak hanya untuk 

memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. 

2. Teori Hak Asasi Manusia (Middle Range Theory) 

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh seluruh 

manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai 

 
28 Ibid 
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manusia (human right are rights that belong to all human beings at all 

times and all places by virtue of being born as human beings).29  

Teori hak-hak alami (natural rights theory) yang menjadi asal usul 

gagasan mengenai hak asasi manusia bermula dari teori hukum kodrati 

(natural rights theory). Teori ini dapat dirunut kembali jauh ke zaman 

kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan-

tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. 30  Selanjutnya, ada 

Hugo de Groot, seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai 

bapak hukum internasional” yang mengembangkan lebih lanjut teori 

hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang theistik 

dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. 

Dengan landasan inilah, pada perkembangan selanjutnya, salah 

seorang kaum terpelajar pasca-Renaissans, John Locke, mengajukan 

pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai 

hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam 

revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada 

abad ke-17 dan ke-18.31  

Teori hak-hak alami menyiapkan landasan bagi suatu sistem 

hukum yang dianggap superior dari hukum nasional suatu negara, 

yaitu norma hak asasi manusia internasional. Namun demikian, 

kemunculannya sebagai norma internasional yang berlaku di setiap 

negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep 

awalnya sebagai hak-hak alami. Substansi hak-hak yang terkandung di 

dalamnya juga telah jauh melampaui substansi hak-hak yang 

terkandung dalam hak kodrati. Kandungan hak dalam gagasan hak 

asasi manusia sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan 

politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. 

 
29 Todung Mulya Lubis, 1993, In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of 

Indonesia’s New Order, 1966-1990, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14  
30 Rhona K. M. Smith, et. all., 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, PUSHAM UII, hlm. 

12 
31 Mujaid Kumkelo, et. all, 2015, Fiqh HAM, Malang, Setara Press, hlm. 32 
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3. Teori Politik Hukum (Applied Theory) 

Dalam melakukan kajian terhadap masalah yang akan penulis 

angkat dalam tulisan ini akan berfokus pada teori atau doktrin politik 

hukum. Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi 

tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum 

baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka 

mencapai tujuan negara.32 Politik hukum merupakan pilihan tentang 

hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang 

hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang 

hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang 

kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang 

tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. 

Produk hukum responsive/populistik adalah produk hukum yang 

mencerminkan rasa keadian dan memenuhi harapan masyarakat. 

Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan 

partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam 

masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan 

kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Untuk 

mengualifikasi apakah suatu produk hukum responsif, atau 

konservatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, 

sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk 

hukum. Produk hukum yang bersifat responsif, proses pembuatannya 

bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya 

partisipasi masyarakat melalui kelompokkelompok sosial dan individu 

di dalam masyarakat. 33 Dalam menentukan suatu tindak pidana 

digunakan kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan diambil dari 

istilah policy (Inggris) atau politiek (Belanda). Bertolak dari kedua 

 
32 Moh. Mahfud MD, (2011), Politik Hukum di Indonesia, Ed. Revisi, Cetakan Keempat, Jakarta: 

Rajawali Pers, hal. 1 
33 Ibid. hal. 9 
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istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula 

disebut dengan istilah politik hukum pidana.34  

Demi menjaga konsistensi penulisan, selanjutnya dalam tulisan ini 

penulis akan menggunakan istilah kebijakan hukum pidana. Kebijakan 

hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dirumuskan 

dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat 

undangundang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan 

yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). 

Kebijakan legislatif merupakan tahapan yang sangat menentukan bagi 

tahap-tahap berikutnya, karena pada saat peraturan perundang-

undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak 

dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang 

perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh 

hukum pidana.35  Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana 

mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kriminalisasi, yaitu 

proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak 

pidana menjadi tindak pidana. Kebijakan hukum pidana dapat 

dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam 

penanggulangan tindak pidana. Kebijakan hukum pidana (dalam 

tatanan mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tatanan 

makro), dalam pembentukan undang-undang hams mengetahui sistern 

nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan 

keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan 

yang hendak dicapai agar hal-ha1 tersebut dapat diperhitungkan dan 

dihormati. 

 

 
34 Barda Nawawi Arief, (2008), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan 

Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana, hal. 26 
35 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan 

Kriminalisasi dun Dekriminalisasi, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 2 


